



Masalah perpakiran tidak pernah luput dari kehidupan kita sehari – 
hari  karena  setiap  hari  kita  pasti  melakukannya.  Oleh  sebab  itu, 
Pemerintah Kota Surakarta merumuskan peraturan daerah dan Peraturan 
Walikota  yang  mengatur  tentang  masalah  perparkiran  tersebut  yaitu 
Peraturan Daerah No 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah khususnya 
pada  bagian  kedelapan  tentang  Retribusi  Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum. 
Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin padatnya masyarakat yang 
ada maka pemerintah kota menerapkan peraturan baru tentang perubahan 
tarif parkir. Mulai bulan Januari 2012, Pemerintah Kota menerapkan tarif 
baru  untuk  parkir  di  Kota  Surakarta  sesuai  dengan  zona  yang  telah 
ditetapkan sebelumnya.  Perubahan tarif parkir di tepi jalan umum di Kota 
Surakarta  yang  terjadi  pada  tahun  2012  hingga  sekarang  telah 
menimbulkan  berbagai  dampak.  Perubahan  tarif  yang  terjadi  itu 
dimaksudkan untuk mengantisipasi tingginya kepadatan parkir yang dapat 
memicu kemacetan dan sekaligus untuk menambahkan Pendapatan Asli 
Daerah ( PAD ) Kota Surakarta. 
Di tengah dinamika pembangunan kota, masalah parkir tentu menjadi 
sebuah pekerjaan besar. Hal ini disebabkan karena selama ini lahan dan tata 
ruang kota belum mampu mengatasi masalah perparkiran 
yang  ada.  Selain  itu,  ditemukan  banyak  permasalahan  yang sering  muncul  akibat 
pelaksanaan  Peraturan  Daerah  No  09  Tahun  2011.  Masalah  yang  sering  muncul 
misalnya, munculnya parkir liar, maslah karcis parkir, tarif parker yang tidak sesuai 
dengan peraturan yang ada, dan sebagainya. Retribusi parkir di tepi jalan umum pada 
dasarnya  didasarkan  pada  pembagian  zona  yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan 
peraturan daerah tersebut. 
Di dalam Perda di atas menjelaskan pembagian zona – zona wilayah parkir 
sebagai berikut : 
Tabel 1.1



































Satu kali parkir 
maksimum  1  (satu) 
jam,  tiap  satu  jam 
kelebihan  dikenakan 
tarif  tambahan  sebesar 
100  %  dari  besarnya 
retribusi  yang 
ditetapkan.  Kelebihan 
jam parkir kurang dari 
































































































1. Besaran tarif Retribusi  Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum untuk Tahun 2012 
maximal sampai zona c.
2. Peningkatan zona setelah Tahun 2012 dengan Peraturan Walikota.
3. Penentuan zona ditentukan dengan Peraturan Walikota.
4. Khusus  untuk  sekolah,  tempat  ibadah,  rumah sakit  (Rumah Sakit  Umum Daerah,  
Puskesmas)  tidak  dikenakan  tarif  progresif.  (untuk  penjemput  dikenakan  tarif  
progresif).
(Sumber : Dishub Kota Surakarta, 2012)
Dari  pembagian  zona  yang telah  ada,  pada  Perda  tersebut  menyebutkan tempat  – 
tempat  khusus  yang diatur  tempat  parkirnya.Di  dalam perda  tersebut  menjelaskan 
bahwa :
Tabel 1.2
TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Jenis 
tempat 










Mobil  Penumpang/  Taxi/ 
Pick Up 
Bus Sedang/ Truck Sedang 







Satu kali parkir 
maksimum 1 (satu) jam, 
tiap satu jam kelebihan 
dikenakan tarif tambahan 
sebesar 100 % dari 
besarnya tarif retribusi 
yang ditetapkan. 
Kelebihan jam parkir 
kurang dari 1 (satu) jam 
dihitung 1 (satu) jam.
Dikecualikan 
bagi terminal dan pasar 
tradisional satu kali 
parkir maksimum 12 
jam, tiap 12 jam 
kelebihan dikenakan tarif 
tambahan sebesar 100 % 
dari besarnya tarif 
retribusi yang ditetapkan.
Untuk bongkar 
muat (pasar) dikenakan 
tarif progresif tiap 2 jam.
Khusus untuk : 
Anak sekolah, Tempat 
Ibadah, Karyawan toko, 
Pedagang pasar, Pasien 







Mobil Penumpang/ Taxi/ 
Pick Up 
Bus  Sedang/  Truck 
Sedang 















Mobil Penumpang/ Taxi/ 
Pick Up 









Sumber : Dishub Kota Surakarta,2012
Tarif parkir berdasarkan zona parkir dengan sistem progresif ini diberlakukan 
sejak awal tahun 2012. Sesuai dengan Perda No 9 Tahun 2011 pembagian zona parkir, 
dibagi menjadi lima yaitu zona A, B, C, D, dan E. Zona parkir yang diterapkan di 
Kota Surakarta hanya pada zona C, D, dan E. tariff parkir yang berlaku sesuai dengan 
masing – masing zona. Berikut daftar zona – zona yang berlaku di Kota Surakarta : 
Tabel 1.3
Pembagian Zona Wilayah Parkir Kota Surakarta Tahun 2012 dimulai dari Zona 
C, D, dan E 
No Wilayah Jenis Kendaraan Tarif (Rp)




Mobil  Penumpang/ 
Taxi/ Pick Up 
Bus  Sedang/  Truck 
Sedang 







D Jl. Urip Sumoharjo
Jl. Kpt. Mulyadi
Jl.Kom. Yos Sudarso 






Mobil  Penumpang/ 







Jl. Gatot Subroto 
Jl. Kpt. Tendean 
Jl. Sutan Syahrir 
Jl. RM Sahid 
Jl. Dr. Muwardi 
Jl. S. Parman  
Jl. R. E. Martadinata
Jl. Brigjen Sudiarto
Jl. Gajah Mada  
Jl. Honggowongso 
Jl. Suryo Prawoto 
Jl.  Suko Wijoyo
Bus  Sedang/  Truck 
Sedang 
Bus Besar/ Truck Besar
E Semua  ruas  di  tepi 
jalan  umum  selain 
yang termasuk dalam 





Mobil  Penumpang/ 
Taxi/ Pick Up 
Bus  Sedang/  Truck 
Sedang 







(Sumber :Dishub Kota Surakarta, 2012)
Dari penerapan dan pemberlakuan zona – zona tersebut terlihat bahwa zona 
yang  termahal  tarifnya  terjadi  pada  zona  C.  Seperti  kita  ketahui  bersama  yang 
termasuk ke dalam lingkup wilayah zona C merupakan jalan utama Kota Surakarta 
karena berada di kawasan Jl. Slamet Riyadi yang notabene sebagai jalan penghubung 
antarkota. Hal itu merupakan salah satu penyebab tarif parkir di zona itu tergolong 
tarif yang termahal.Dengan diberlakukannya sistem tarif progresif di Kota Surakarta 
ini,  justru  menimbulkan  sejumlah  pelanggaran  terhadap  isi  Perda  yang  ada. 
Pelanggaran tersebut nampaknya terjadi pada semua zona parkir yang ada. 
Penerapan tarif parkir baru itu ternyata juga tidak secara otamatis mengurangi 
kemacetan lalu lintas di Surakarta. Hal ini disebabkan karena pertambahan jumlah 
kendaraan  tidak  sebanding  dengan  luas  jalan  yang ada.  Selain  itu,  belum adanya 
kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk mengurangi pemakaian kendaraan pribadi 
yang dapat menimbulkan kemacetan. Kenaikan tarif ini nampaknya tidak diimbangi 
dengan  peningkatan  pelayanan  publik  untuk  pengguna  parkir.  Selain  pelanggaran 
pada tarif  retribusi  parkir,  pelanggaran  yang lain  yang baru  –  baru  ini  ditemukan 
adalah penggunaan tanda zona parkir palsu seperti yang terjadi di city walk yang lebih 
tepatnya plang zona parkir yang terdapat di Purwosari depan Solo Center Poin. 
“Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)  Perparkiran  Dihubkominfo 
Solo menyatakan mobil-mobil  yang terparkir  di  city  walk Purwosari,  
tepatnya di depan gedung Ceter Poin melanggar aturan perda tengang  
larangan parkir di city walk. Rambu zona parkir C yang terpasang di  
lokasi tersebut juga dinyatakan palsu……….Mengenai adanya rambu 
parkir di city walk tersebut, pihaknya menyatakan tidak memasangnya 
dilokasi tersebut.  Ia mengatakan rambu zona parkir yang asli  seperti  
yang terpasang dititik ruas jalan raya, yakni berupa papan berukuran 
besar berwarna hijau dan terpasang di tiang besi dengan tulisan yang 
menjelaskan kawasan zona parkir A, B, C, ataupun D.” (Solopos.com, 
Senin, 24 Maret 2014, “PENATAAN PARKIR SOLO : Ups! Tanda Zona 
Parkir Di City Walk Purwosari Palsu”). 
Pada  sepanjang  trotoar  jalan  di  daerah  pusat  bisnis  misalnya  saja  daerah 
Singosaren  dan  Nonongan  terdapat  banyak  tukang  parkir  berseragam  orange 
menjalankan aktivitasnya sehari  – hari  (Kompas,  4 Agustus 2013, “Liarnya Parkir 
(Tanpa Karcis) di Kota Solo)”. Padahal menerut Peraturan Walikota Surakarta No 12 
Tahun  2013  Tentang  Pakaian  Petugas  Parkir,  menjelaskan  bahwa seragam tukang 
parkir  adalah  baju  lurik.  Di  dalam Perwali  tersebut  menjelaskan  semua  peraturan 
tentang pakaian dan atribut parkir bagi tukang parkir. Dari kasus yang terjadi di atas, 
terlihat  jelas  bahwa  pelanggaran  itu  ada.  Selain  itu,  para  tukang  parkir  setelah 
menerima uang dari pengguna jasa parkir mereka tidak memberikan karcis parkir dan 
enggan mengatur lalu lintas demi keselamatan para pengguna jasa parkir. Yang lebih 
parah lagi mereka menarik tarif parkir lebih mahal dan tidak sesuai dengan aturan 
yang ada. 
Walaupun zona C merupakan zona yang tarif parkirnya paling mahal diantara 
zona – zona yang lain, justru pelanggaran yang terjadi tidak sebanyak pelanggaran 
yang terjadi di zona D yang di sana banyak terdapat toko – toko dan perbelanjaan 
lainnya. Selain kasus yang terjadi di daerah Singosaren dan Nonongan, terdapat pula 
kasus pelanggaran lain yang terjadi di zona D tersebut. Seperti kasus : “Sejumlah ruas 
jalan  di  Kota  Surakarta  yang  merupakan  kawasan  bebas  parkir  yakni,  Jalan  Urip 
Sumoharjo, warung Pelem, Kapten Mulyadi, Jendral RE Martadinata, Paku Buwono, 
Alun – alun Utara,  Supit  Urang,  Klewer,  Radjiman,  Gatot  Subroto hingga Slamet 
Riyadi  diduga  diselewengkan  oknum juru  parkir  liar  untuk  mengeruk keuntungan 
pribadi” (Suara Merdeka, 21 April 2013). Dari kasus tersebut nampaknya ruas jalan 
yang termasuk banyak pelanggaran terjadi pada ruas jalan yang termasuk ke dalam 
zona D. Terdapat Jalan Urip Sumoharjo, Kapten Mulyadi Jenderal RE Martadinata, 
Radjiman dan Gatot Subroto yang menjadi kawasan bebas parkir tersebut masuk ke 
dalam zona D parkir Kota Surakarta. 
Dengan  dilaksanakannya  kebijakan  kenaikan  tarif  parkir,  tentulah 
memberatkan  masyarakat.  Apalagi  seperti  yang  kita  ketahui  bersama,  fakta  yang 
terjadi  dilapangan sering dijumpai  penarikan tarif  parkir  yang tidak sesuai dengan 
aturan  yang diterapkan,  misalnya  saja,  sepeda  motor  yang  seharusnya  Rp  1.500,- 
menjadi Rp 2.000,-. Dalam hal ini Pemerintah Kota tidak dapat melakukan apa – apa 
walau telah banyak keluhan yang masuk dari masyarakat. Tidak ada tindakan tegas 
yang dilakukan oleh pemerintah baik kepada juru parkir  maupun pengelola parkir. 
Seperti  kita ketahui bersama bahwa parkir  yang ada di Surakarta tidak seluruhnya 
masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan karena banyak asosiasi – 
asosiasi parkir yang didirikan oleh swasta maupun perseorangan dari masyarakat yang 
menjadi  sumber  pendapatan  bagi  mereka  juga,  seperti  ASPARTA (Asosiasi  Parkir 
Surakarta). Banyak tukang parkir yang tidak dapat menunjukkan legalitas identitasnya 
sebagai juru parkir (Kompas, 4 Agustus 2013, “Liarnya Parkir (Tanpa Karcis) di Kota 
Solo). 
Fenomena yang belakangan terjadi yang merupakan salah satu bukti bahwa 
Perwali  no 12 Tahun 2013 Tentang Pakaian Petugas Parkir  yang tidak dilakuakan 
adalah banyaknya juru parkir  yang sangat denga mudahnya mendapatkan seragam 
parkir  dan mengakui tempat – tempat yang ramai pengunjung sebagai daerah atau 
lahannya. Padahal tempat tersebut tidak ada tanda sebagai tempat yang bisa dipungut 
retribusi parkir dan bukan salah satu kantong parkir yang ada di Surakarta, misalnya 
saja di daerah citywalk (Tempo, 30 September 2013, “Soal Parkir Liar, Solo Tak Ikut 
Cara Jokowi”). Ada juga yang hanya sekedar meminjam atribut juru parkir temannya. 
Tidak adanya lahan parkir yang cukup di Kota Surakarta ini menjadi salah satu alasan 
mengapa banyak terjadi pelanggaran di sektor jasa parkir. Hal ini dapat dilihat dengan 
jelas  disekitaran  Jl.  Slamet  Riyadi  yang sekarang ini  sering  macet  karena  banyak 
kendaraan parkir di bahu jalan dan tidak sering city walk juga menjadi area parkir. 
Oleh karena itu pemerintah Kota Surakarta gencar melakukan operasi pemasangan 
gembok  pada  kendaraan  yang  parkir  liar  di  sembarang  tempat  yang  dapat 
menimbulkan kemacetan. 
Selain itu juga terjadi keluhan oleh masyarakat yaitu mahasiswa yang kos di 
sekitaran kampus UNS Surakarta. Dalam keluhannya yang disampaikan di salah satu 
media  massa  tersebut  terlihat  pelanggaran  yang  terjadi  disekitaran  kampus  UNS 
seperti  tidak  adanya karcis  yang diberikan oleh juru parkir  kepada pengguna jasa 
parker tersebut, padahal seperti yang kita ketahui bahwa karcis tersebut merupakan 
bukti penyetoran uang kita guna retribusi.  Selanjutnya adalah jam operasional dari 
jasa parkir itu sendiri tidak jelas, serta petugas parkir yang tidak memakai seragam 
operasional  dan  tanda  pengenal  seperti  yang  diamanatkan  Peraturan  Walikota 
Surakarta Nomor 12 tahun 2013 (Kompasiana, 13 Maret 2015, “Opini perparkiran di 
sekitar UNS Solo”). Kasus berikutnya adalah pemberlakukan tarif progresif di area 
parkir Stasiun Solo Balapan yang menuai protes banyak kalangan.  Ketentuan yang 
diberlakukan  sejak  6  Desember  itu,  dinilai  memberatkan  pengguna  jasa  parkir. 
Menurut Walikota Surakarta tempat yang digunakan sebagai tempat pelayanan publik 
seharusnya tidak diberlakukan tarif yang memberatkan dan jangan disamakan dengan 
mall dan hotel yang berorientasi mencari keuntungan, (Republika, 14 Desember 2014, 
“Tarif  Parkir  Progresif  Solo  Balapan  Diprotes”).  Dalam  pengelolaan  parkir  yang 
terjadi sekarang ini masih belum maksimal sebab masih banyak sekali parkir liar dan 
disembarang tempat yang dapat mengganggu lalu lintas. Selama ini adanya asosiasi – 
asosiasi  parkir  cukup  banyak  membantu  karena  dapat  menampung  banyak  orang 
untuk bekerja, namun yang terjadi sekarang ini asosiasi tersebut sepertinya kurang 
dapat  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  dengan  baik  dalam menjalankan  jasa 
parkir. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya pelanggaran terjadiyang dilakukan oleh 
para juru parkir. Selain itu, juru parkir tersebut juga kurang bisa mengarahkan mana 
tempat yang diperbolehkan untuk tempat parkir dan mana yangtidak diperbolehkan. 
Masih banyak orang yang parkir di tepi jalan umum yang jelas – jelas ada rambu 
larangan untuk parkir di sekitar jalan tersebut. Dari fenomena tersebut dapat kita lihat 
bahwa Peraturan Daerah tersebut masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat dan 
justru digunakan sebagai alat untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu. Dengan 
kata lain kebijakan tentang perparkiran di Kota Surakarta ini pelaksanaannya kurang 
efektif.Berdasarkan  catatan  angka  oleh  UPTD  Perparkiran,  pelanggaran  parkir 
kendaraan bermobil  selama 2014 tercatat  terjadi 287 unit  kendaraan dengan angka 
denda pelanggaran parkir mencapai Rp287 juta. 
Dari berbagai permasalahan yang terjadi sekarang ini, peneliti ingin melihat 
Responsivitas Dinas Perhubungan dalam menanggapi keluhan masyarakat dalam tata 
kelola parkir di Surakarta. Dengan melihat responsivitas dan tindakan atau langkah 
yang diambil  dari  Dinas Perhubungan selaku pelaku dan pengawas dari  kebijakan 
perparkiran, diharapkan masalah yang terjadi dalam perparkiran tersebut dapat diatasi 
dan diantisipasi.
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas, maka ditemukan suatu masalah yang akan diteliti. 
Masalah  ini  ingin  mengetahui  apa  penyebab  pelaksanaan  dari  peraturan  tersebut 
mengalami banyak penyelewengan dan pelanggaran.  Rumusan masalah yang akan 
diteliti  adalah  :  “Bagaimana  responsivitas  Dinas  Perhubungan  Komunikasi  dan 
Informasi  menanggapi  keluhan  masyarakat  dalam  tata  kelola  parkir  di  Kota 
Surakarta?”
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan  yang  akan  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  mengetahui 
responsivitasDinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dalam tata kelola parkir 
di Kota Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian
 Dari  penelitian  yang telah  dilakukan akan menghasilkan  hasil  yang dapat 
menjadi  manfaat  bagi  berbagai  pihak  yang  membaca  dan  melihat  penelitian  ini. 
Manfaat tersebut adalah :
1. Manfaat Teoritis.
Memberikan  wawasan  dan  pengalaman  mengenai  responsivitas  yang 
diberikan  Dinas  Perhubungan  Komunikasi  dan  Informasi  menanggapi  keluhan 
masyarakat dalam tata kelola parkir yang ada di Kota Surakarta .
2. Manfaat Praktis
a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada 
instansi terkait yang menangani tata kelola parkir di Surakarta. 
b. Manfaat  bagi  pembaca,  memperluas  pengetahuan  pembaca 
mengenai responsivitas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dalam 
tata  kelola  parkir  di  Kota  Surakarta,  dan  dapat  memberi  masukkan  untuk 
penelitian selanjutnya terkait persoalan yang dikaji.
